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PUTUSAN

Nomor 5531/Pdt.G/2023/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Talak antara:
PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal di XX XXXXXXXX XXX XX XXX XX
XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXX, Kota Jakarta
Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Pemohon;
melawan
TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di XX XXXX XX XXX XX XXX
XXXXXXXX  XXXXX  XXXX  XXXXXXXXX  XXXXXXXX, Kota Tangerang

Selatan Provinsi Banten, sebagai Termohon;

. Pengadilan Agama tersebut;
. Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
. Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti

di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu
juga dengan register perkara Nomor 5531/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, mengemukakan
hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang

telah melangsungkan perkawinan pada hari Minggu, 13 Desember 2022,

yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

(KUA) Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
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Sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/052/X1/2022
tertanggal 13 November 2022;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal terakhir di XX XXXXXXXX XXX XX XXX XX XXX
XXXXXXXXX  XXXX XXXXXX  XXXXXXXXX XXXX XXXXXX, Kota Jakarta Timur,
Provinsi DKI Jakarta;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan
Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan
belum dikaruniai anak;
4, Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon
dengan Termohon berjalan dengan harmonis, namun sejak Bulan
Desember tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcokan
yang disebabkan oleh:

. Orang tua Termohon sering ikut campur rumah

tangga Pemohon dan Termohon;

. Termohon diketahui tidak merasa cukup dengan

nafkah yang diberikan Pemohon;

. Pemohon sudah mentalak Termohon secara lisan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara
Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Januari tahun
2023, yang mana Termohon pergi meninggalkan kediaman terakhir,
Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak
lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Pemohon telah menderita
lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap
Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan
rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon
berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon
adalah bercerai dengan Termohon;
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7. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan

Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam

Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar

dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2, Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON (Alm)) di
depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah
hadir sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula
menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun
menurut relaas panggilan Nomor 5531/Pdt.G/2023/PA.Tgrs termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidak
hadirannnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Termohon
tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa
hadirnya Termohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha
menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya
dengan Termohon, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan

dengan membacakan gugatan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh
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Pemohon, dengan tambahan secara lisan, bila terjadi peceraian pemohon akan
memberikan mut'ahnya berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah)
dan nafkah iddahnya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan
bukti surat berupa :
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX
atas nama Pemohon bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah
dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu
oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pamulang Kota Tangerang
Selatan Provinsi Banten, Nomor xxxx/052/X1/2022 Tanggal 13 Desember
2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P.2;
Bahwa disamping bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi

sebagai sebagai berikut :

1. SAKSI P-1, saksi telah memberikan keterangan di
persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai
berikut :

o Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Pemohon dan kenal

termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 13
Nopember 2022.

o Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus duda cerai
dengan 1 orang yang anak ikut bersama pemohon sedangkan
termohon berstatus janda cerai dengan 1 orang anak ikut sama
termohon;

. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal terakhir di XX XXXXXXXX XXX XX XXX XX XXX

XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXX XXXXXX, Kota Jakarta Timur;
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. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan
Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan
belum dikaruniai anak;

o Bahwa sejak Desember tahun 2022 keadaan rumah
tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering
terjadi perselisihan dan percekcokan;

o Bahwa penyebabnya adalah termohon merasa kurang
cukup nafkah yang diberikan Pemohon serta pemohon sudah
mentalak terhadap termohon;

o Bahwa akibatnya sejak Januari tahun 2023, Termohon
pergi meninggalkan kediaman terakhir, sampai sekarang antara
Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi
berhubungan selayaknya suami isteri;

o Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhada pemohon

untuk rukun lagi tetapi tidak behasil;

2, SAKSI P-2, saksi telah memberikan keterangan di
persidangan dibawah sumpah secara Islam yang pada pokoknya sebagai
berikut :

o Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal

termohon sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 13
Nopember 2022.

o Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus duda cerai
dengan 1 orang yang anak ikut bersama pemohon sedangkan
termohon berstatus janda cerai dengan 1 orang anak ikut sama
termohon,;

. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan
Termohon bertempat tinggal terakhir di XX XXXXXXXX XXX XX XXX XX XXX
XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXX XXXX XXXXXX, Kota Jakarta Timur;

. Bahwa sejak Bulan Desember tahun 2022 keadaan rumah
tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering

terjadi perselisihan dan percekcokan;
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. Bahwa penyebabnya adalah termohon merasa kurang
cukup nafkah yang diberikan Pemohon serta pemohon sudah
mentalak terhadap termohon;

. Bahwa akibatnya sejak Januari 2023, Termohon pergi
meninggalkan kediaman terakhir, sampai sekarang antara Pemohon
dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan
selayaknya suami isteri;

o Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhada pemohon
untuk rukun lagi tetapi tidak behasil;

Bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan suatu bukti lagi selain
yang telah diajukan. Sedangkan termohon tidak hadir, maka dianggap tidak
mengajukan bukti apapun, untuk selanjutnya Pemohon berkesimpulan secara
lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonanya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal
yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara
persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar
rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Termohon, tetapi
tidak berhasil, karena Pemohon tetap berkeinginan untuk bercerai dari
Termohon ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon hadir sedangkan
Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya pemeriksaan

dilanjutkan;
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Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dan
permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, permohonan Pemohon
dapat diperiksa dengan diputus tanpa hadirnya termohon ( verstek). Dengan
tanpa kehadiran termohon tersebut, maka Termohon dianggap tidak membantah
dan telah mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon cerai talak pada
pokoknya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai
tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan percekcokan terus
menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangganya, sehingga
antara pemohon dan termohon telah pisah rumah sejak Januari 2023 sampai
sekarang. Maka alasan yang diajukan pemohon harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii permohonannya
Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P.1 s/d P.2
dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Pemohon
bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa,
berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara
Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri sah menurut hukum Islam, oleh
karena itu Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk
mengajukan permohonan cerai, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf
(@) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama
Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara

quo;
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Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil
dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut
mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang
dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di
depan persidangan, oleh karena itu para saksi telah memenuhi syarat formil.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi,

Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai

berikut:
] Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
. Bahwa sejak Bulan Desember tahun 2022 keadaan rumah tangga

Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi
perselisihan dan percekcokan;

. Bahwa penyebabnya adalah termohon merasa kurang cukup nafkah
yang diberikan Pemohon serta pemohon sudah mentalak terhadap
termohon;

. Bahwa akibatnya sejak Januari 2023, Termohon pergi meninggalkan
kediaman terakhir, sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah
pisah rumah dan sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

. Bahwa saksi sudah memberikan nasehat terhadap pemohon untuk
bersabar tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan keterangan para saksi
yang diajukan, maka dapat ditemukan fakta kejadian bahwa rumah tangga pemohon dan
termohon telah terjadi perselishan dan pertengkaran sejak Desember 2022 yang
disebabkan termohon merasa kurang cukup nafkah yang diberikan Pemohon
serta pemohon sudah mentalak terhadap termohon akibatnya pemohon dan
termohon telah pisah rumah sejak Januari 2023, sampai sekarang. Dengan
demikian dalil-dalil permohonan pemohon tersebut telah beralasan dan terbukti
tidak melawan hukum;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas Majelis
Hakim telah memeperoleh fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan
Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak
ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga alasan-alasan
pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat
(2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan permohonan
Pemohon tersebut telah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-

Bagarah : 229 yang berbunyi:

.= ts > a% . o - 2] L= ;L' 5 i..j 2
Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan

cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian
sudah merupakan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya
akan lebih besar apabila kedua belah pihak tetap dipertahankan dalam rumah
tangganya sedangkan segi kemaslahatan adalah lebih baik, apabila kedua
belah pihak bercerai dari pada hidup dalam sebuah rumah tangga yang telah
berpisah rumah.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi norma

hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i sebagai berikut :
a. Kaidah Fighiyah yang berbunyi :

- dladl als Gle pade suwlasll £ )5

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari mengambil kemaslahatan.;

b. Dalam kitab Asshawi yang berbunyi :
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Artinya : Jika tidak ditemukan lagi cinta dan kasih sayang antara kedua suami
isteri, maka berpisah (bercerai) adalah jalan terbaik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas dan permohonan pemohon telah terbukti, sehingga permohonan
Pemohon  untuk menjatuhkan thlak satu raji terhadap termohon harus
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan dan perundang-undangan serta ketentuan

dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dana tut
untuk hadir di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON (Alm))
di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini
berkekuatan hukum tetap;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya
perkara ini sejumlah Rp.740.000,00 (tujuh ratus empat puluh ribu,
rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 M,
bertepatan dengan tanggal 2 J. Awwal 1445 H, oleh Kami Drs. H. Saifullah.,
M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, serta Drs. H. Martias dan Dra.Sulkha

Harwiyanti., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh
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Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Oki Hariyadi. SH., MH sebagai Panitera Pengganti
dan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadimya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Saifullah, M.H.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Martias Dra.Sulkha Harwiyanti., SH

Panitera Pengganti

Oki Hariyadi., SH., MH;

Perincian Biaya Perkara :
1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,00

2. Biaya ATK Perkara :Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 595.000,00

4. Biaya PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi  :Rp. 10.000,00

1. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 740.000,00;

(tujuh ratus empat puluh ribu, rupiah);
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